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Isi Berita:

Jakarta - Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2024
kepada instansi vertikal kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah Jawa Tengah.
Penyerahan tersebut dilakukan bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPb) Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Dana sebesar kurang lebih Rp 111 triliun yang bersumber dari APBN 2024 itu diupayakan
untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Nana menyebutkan jumlah alokasi APBN
2024 untuk Jawa Tengah meningkat sebesar Rp 7 triliun dari anggaran tahun 2023.
Menurut Nana, peningkatan tersebut merupakan hasil dari kerja keras, cerdas, dan kerja
ikhlas dari instansi vertikal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Peningkatan itu
harapnya bisa meningkatkan kinerja semua satker, terkhusus Pemprov Jateng, instansi
vertikal, maupun pemerintah daerah.

"Penganggaran ini dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kita
juga terus melaksanakan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah," ucap
Nana dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

Fokus dari pengelolaan anggaran tahun 2024 ini digunakan untuk perbaikan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi
Sumber Daya Alam (SDA), pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran,
penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas

belanja negara.
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"Kita tetap prioritaskan program nasional juga termasuk program daerah seperti masalah
stunting, masalah kemiskinan, juga masalah kestabilan inflasi," lanjut Nana.

Kemudian, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
infrastruktur, peningkatan profesionalitas SDM di Jawa Tengah. Sementara itu, Kepala
Kanwil DJPb Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Tengah Muhdi menyebutkan APBN
menjadi instrumen yang diandalkan sejak tahun 2020 sampai 2023.

Penyerahan DIPA dan buku daftar TKD juga menandai APBN sudah dilaksanakan di akhir
tahun 2023 dengan persiapan tertentu seperti tender pekerjaan fisik dan evaluasi.

"Harapan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penggunaan anggaran yang menumpuk
di akhir tahun tidak terjadi lagi di tahun 2024. Ini kita dorong agar satker
kementerian/lembaga dan OPD untuk pemerintah daerah bisa melaksanakan anggaran 2023
secepat mungkin," ungkap Muhdi.

Lalu, pelaksanaan alokasi anggaran tersebut sudah ditentukan terkait penggunaannya.
Diharapkan ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam
penggunaan anggaran. Dengan seperti itu, tidak akan terjadi tumpang tindih.

Dari alokasi anggaran itu didorong untuk menciptakan sumber daya manusia, baik dari sisi
pendidikan, lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, penurunan inflasi, dan stunting.

"Itu yang menjadi fokus perhatian pada era transisi saat ini," tutup Muhdi
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Catatan :

e APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan
kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran.
Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat
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pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui
evaluasi terhadap laporan APBD.!

e Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan
dalam penyusunan RKA-SKPD.2

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi

! Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2 Ibid
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